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KATA PENGANTAR

Rencana Strategs Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provine
Sumatern Selatan Tahun 2024-2020 i dimaksudkan untuk  menyediokan
dokumen perencanaan yang benml rumusan strategi, armbh kebijakan dan
program Pembangunan yang terurah, cfekiil, efisien diun terpadu yang dspat
mendorong  terwujucdnys  visi, misl, tojuan dan  sasaran  pembangunan
schagaimans scesunl dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2004
2026.

Rencana Stalegs Dinas PU Bina Marga dan Tala Ruang Provins
Bumaters Selatun Tahun 2024-7026 imi berisilan tentang progrum-program
utama yang akan dilaksanakon, yang merupakan sudlyu proses yang berorentas
pada hasil yang ingin dicapai dabam kurun wakty | (sati) ssmpai dengan 3 (tigal
tahun dengan mempertimbangkan potenal, peluang, dann kendala vang ada ata
mungiin minil, Rencona Strategin ind mengandung vim, misl, fujoan, s,
kebijakan, stratogl, program dan keglatar yang realistis dengan mengan tisipasi
perkembangin mana depan.

Dengan adenys Rencana Stroategis, pelaksanann tugss pokok Dines PU
Bina Msrgs dan Tats Ruang Provins Somatern Selatan menjadi semakin terarsh
Instansi Pemerintah. Rencana Strategin Dinas PU Bina Margs dan Tata Ruoang
Prowinst Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 diharupkon memberikan banyak
maninat dalam mendukung Pembangunan yung adas di Sumatera Selatan.
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RENCANA STRATEGIS

BAB I
PENDAHULUAN

LL Latar Belakang

Sesual Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 itentang Sistem
Perencanaan Pembanpgunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemenntahan Daerah, mengamatkan Kepada Dasrah untul
menyusun Dokumen REencana Pembangunan Jangks Panjang (RPJPD)
untuk jangka 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah [RPJMD)
untulk jangka 5 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Dasrah (REPD) untulk
jangikea 1 Tahun. Pada saat i1 Provinsi Sumaters Selatan sedang
melaksanakan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023. sehingga Kepala
Dasrah berakhir masa jabatanya pada Tahun 2023. RFJMD merupakan
pedoman bagy Organisas: Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana
Strategis (Renstra).

Sesuar dengan Instruksi Menteri Dalam Neperi Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Doluumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Dasrah
dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah
Otonom Baru (DOE pada Diktum ke-Satu disebutkan bahwa seluruh Kepala
Perangkat Dasrah menyusun Rencana Strategis Perangkat Dasrah (Renstra
PD} Tahun 2024-2026.

Pemyusunan Rencana Pembanpunan Dasrah (RPD) Proving
Bumaters Selatan disusun berdasarkan wis: dan misi RFJPD Provansi
Sumatera Selatan memperhatikan analisis sasaran pokok dan arah
kebyjakan RPJPD Provinzi Sumatera Selatan serta isu strategis aktual yang
terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2024-2026, merupakan pelaksanaan periode keempat (Tahap ke-1V) dari
Rencana Pembangunan Jangksa Panjang Daerah (RPJFD| Provins: Sumatera
Eelatan Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan adalah
"Sumatera Selatan Unpggul dan Terdepan Tahun 20257 Dari visi dan misi
jangka panjang tersebut, dengan melhat hasil Evaluasi RPJMD dapat
dirumuskan tujuan dan sasaran sebagsi dasar untuk menentukan strateg
dan arah kebijakan pembangunan selama Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Tata Ruang Provinst Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 memuat gambaran
umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran,
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RENCANA STRATEGIS

strategl dan arah kebiyjakan, serte program dan kegiatan Perangkat Daerah

digertas dengan indikcator kinerja utama dan kerengka pendanaan selama
tiga tahun yvang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Provinsi Sumatera Belatan

1.2, Dasar Hukum Penyusunan
Rencana Strategis [Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Tata Ruang Prowinsi Sumatera Selatan Tabun 2024-2026 disusun

berdasarkan -

1. Pasal 18 ayat [6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentulkan Daerah
Tingkat Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomer 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional |(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4421];

4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatsan Ruang

(Lembaran Negara Repuhblik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 sebagaimana talah

beberapa kah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentanp Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,

Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesta Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 HNomor 244,

Tambahan Lembaran WNegara Republit Indonesia Nomor 5587,

zebagaimana felah diubah beberapa kali terakhir denpan Undang -

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemermntah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemenntah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencans Tats

L

b2
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Ruang Wilayah Nasional [Lembaran Negara Republik Indones:a Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042

Peratiiran Pemernntah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkromsas

=]
'

Proges perencaenaan dan Pengangparan Pembangunan Nasional
|Lembaran WNepara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

8. Peraturan Pemenntah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan
keuangan daerah [(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
63232);

9. Peraturan Pemernntah Republic Indomesia Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelengraraan Pemerintahan Dacsrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323];

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemor 72 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6633);

12 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyvek Strategrs Nasional (Lembaran Negara Repubhil
Indonesia Tahun 2016 Nomor 4 sebagaimana telah dbah beberapa kaki
terakhir dengan Peraturan Premden Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketipn Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percoepatan Pelaksanaan Provek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

13.Peraturan Presiden Nomor 559 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berlkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);

14 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Teniang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 3020-2024 (Lembaran
Nagara Republik Indones:a Tahun 2020 Nomor 10};
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RENCANA STRATEGIS

15. Peraturan Menteri Dalam Negerni Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendsalian dan Evaluas: Pembanpunan Daerah,
Tata Cara Evaluam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daersh, seria Tata Care Perubahan Eencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dasrah dan Rencana Kerja Pemerintah Daesrah (Berita Negara
Republik Indonegia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Dalam Negeri Nomer 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajan Lingkungan Hidup Stratepis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Benta Negara
Repubik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

17. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 9 Tahun 20186 tentang Reviu Atas
Rencana Pembangunan .Jangks Menengah Dasrah dan Rencana
Etrategizs Perangkat Dasrah;

18. Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nemenklatur Peréncanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah [Beriia Negara Republik Indonesia tahun 2019
Nomor 1447);

19. Peraturan Mentenn Dalam Neperi Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksansan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluast Penyelenggaraan Pemermish Daerah
iBerita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288j;

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Telonis EKeuangan Dasrah (Benta Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Venfilasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefilkasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22 Instrukss Menter: Dalam Nepers Homor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Diokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Bagl
Daerah Dengan Maza Jabatan Kepala Daerah beralchir Pada Tahun 2023
dan Daerah Otonom Baru (DOB;

23.Peraturan Dasrah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan janghks Panjang Dasrah Provins: Sumatera Sslatan Tahun

[Dimas P Bina Morgn dan Taia Fuang 4

Prowinesg Sumoiera Sekclon
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2005-2025 [Lembaran Dasrah Provinst Sumatera Selatan Tehun 2007

Nomor 17);

24_Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provins: Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Dasrah
Provinsi Sumatera Selatan Tahuna 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 44;

25. Peraturan Dasrah Nomor 15 Tahun 2017 tentang RPIF Provins: Sumatera
Selatan Tahun 2017 - 2037 (Lembaran Daerah Provins Sumaters
Selatan Tahun 2017 Nemor 18]

26_Peraturan Dacrah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2019-2023 [Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahurn 2021 Nomor 13);

27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tenteng Perubahan atas
Peraturan Dasrah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Dasrah Provinsi Sumatera Selatan ([Lembaran
Dasrah Provings: Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

28, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 tahun 2016 tentang
Susunan Organisas:, Uraian Tugas dan Funpgsi Dinas Perkejaan Umum
Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Bumatera Selatan (Berita Daerah
Provins: Sumatera Selatan Tashun 2016 Nomor 46);

29. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peratisran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 tahun
2016 tentang Susunan Orgamsasi, Urawan Tugas dan Fungs: Dinas
Perkejaan Umum Bina Marga dan Tata RBuang Provins: Sumatera
Selatan

30. Peraturan Gubermir Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-
2026,

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Perangkat Dasrah merupakan bagian darn RPD yang tidak
bisa dipisahkan karena pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah
merupalkan bagian dan RFD. Sasaran RPD termasulk program prioritas alcan
dicapat melalu: Renstra Perangkat Daerah gelama tiga tahun. Implementas:

4]
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dari RFD Provins: Sumatera Selatan dituangkan didalam Renstra masing-
maging Perangkat Daerah sesusi tugas dan fungsinva Kepala Peranghat
Dasrah bertanpeungjawab terhadap pencapaan sasaran Renstra Perangkat
Daerah yang harus dipertanggungiawablan setiap tahun dan alkhwr masa
jabatan,

Renstra PD memuat gambaran umum pelavanan, isu strategis, tugas
pokok dan fungsi tujuan dan sasaran, strateq dan arah kebijakan serta
program dan kegiatan PD disertai dengan indikator kinerja utama dan
kerangka pendanaan selama 2 [bpa) Tahun Dalam pegyusunsnnyva
Perangkat Daerah harus berdasarkan kewenangan Peranghkat Dasrah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan NSPE terbaru
dan Renstra K/L 2020-2024 serta isu strategis vang berkembang. Kemudian
dilanjutkan dengan menentukan target kinera berdasarkan hasil svaluas:
kinerja Renstra PD sampm dengan tahun 2022, Renstra PD kemudian
dyabarkan dalam pelaksanaan program tahunan dalam Rencana Kerja PD
(Renja PD| dan Rencana Kerja Anggaran (RKA| yang memuat kebjjakan,
program dan kesiatan pembanpgunan vang dilengkapi dengan kebutuhan
pendanaan dan sumber pendanaan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Rensira) Dinas Pekeraan
Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provins: Sumatera Selatan Tahun 20:24-
2026, antara s :

1. Merumuskan suatu dokumen perencansan yang digunaksn zebaga:
acuan dan panduan bag Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi
Sumatera Selatan dalam melaksanalean seluruh program dan kegiatan
untuk mewujudian tujuan dan sasaran Dinas PU Bmna Marga Provinm
Sumatera Selatan 2024-2026

2. Mengdentiika= permasalahan dan 1su-su  pembangunan  serta
kebiiakan parencanasn pembangunan dasrah sshinpga betul-betul bisa
berorientas: pada pencapaian kinera yang didasan oleh anahsis data-
data vang terkini dan akurat;

3. Melakulkan analisis kebjjakan perencanasn pembangunan daesrah,
untuk dapat merumuskan arah kebyakan dan perencansan
pembangunan daerahl Vang menjamin tercapal pemanisatan potens:
daerah secara optimal

4. Membenikan pandusn dalam pengukuran kinerja dan sebagmi Dasar
dalam penyusunan rencana kefa tahunan.

[Dimas P Bina Morgn dan Taia Fuang &
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1.4, Sistematika Penulizan
Rencana Stratepis [Renstral Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Belatan disusun dengan sistematika sebagai benlut :

BABI PENDAHULUAN
Bensikan latar belakang landasan hulum maksud dan tujuan, dan
siztematika penulizan Rencana Strateg:s

BABI1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGHAT DAERAH

Berisikan tentang tugas, fungs:, strukttur orgamisasi, sumber daya, lonera
pelayanan dan kelompok sasaran layanan Dinas PU Bma Marga dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

BAE 11T PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGHAT DAERAH
EBerisikan mengenai identiikasi permasalahan berdazarkan tugas dan fungs:
Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dan

penentuan 1su-isu strategs,

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Bernsikan penjelazan tentang tujuan dan sasaran kebijakan Dinas PUJ Bina
Marga dan Tata Ruang Provingi Sumatera Selatan.

BAEBY STRATEGI DAN ARAH EERIJAHAN
Fada bagmn i benmkan tentang rumusan pernyataan strategm dan arah
kehijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM, HEGIATAN DAN SUB HEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Pada bagan i dikemukakan rencana program, kepatan, sub kepatan,
beserta kinerja_ indikator kinerja, terget dan pendanasan indileatif

=
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BAB VIl KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi
Sumatera Selatan yang secam langsung menunjukkan kinera vang akan
dicapai dalam tiga tahun mendatang sehagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIIl PENUTUP
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BAB LI
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsl, dan Strultur Dinas Pekerjuan Umum Bina Marga dan
Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera

Selatan merupakan dinas yang menangani bidang teknis sesuai dengan

Peraturan Daerah Provins! Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan doan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumaters Selatan

dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Uraian Tuges dan Fungsl Dinas Perkejaan Umum Bina

Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur

Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian

Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas PU

Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Sclatan unsur

pelaksana urusan pemerintahan mempunyal tugas pokok melaksanakun

kewenangan desentralinam dan tugss dekonsentrani di bidang Bina Marga
dan Tata Ruang.

Dalam menjalankan tugis pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatun menyelenggarakan
Fungsi :

Penyusunan dan perumusan kebgaksansan teknis pembangunan dan

pengelolann, pembinaan umum, pemberian bimbingan

a. Perizinan di bidang kebinamargaan dan penataan ruang sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;

b, Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang binan marga dan tata
ruang sesual dengan kebijjakan yang ditetapkan oleh Gubernur;

c. Pembinasn dan bimbingan terhadap Organisasi Perangkat Daeruh
kabupaten /kota yang bersifat teknis dibidang bina marga dan tata
Tuang,

d. Pengkoordinasian penatausahasn, pemanfaatan dan  pengamanan
barang milik negara /daerah;

¢ Pembinaan sdministrasi dan Unit Pelaksanaan Teknin Dinas Lingkup
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tats Ruang: dan

[ Pelaksanaan tugns kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

— q



|

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas
Pekerjnon Umum Bina Marga dan Tala Ruang Provinsi Sumatera Selatan
memiliki struktur organisasi sebagal berikut:

. Kepala Dinas
2.  Bekretaris

a. Bubbugian Perencanuan, Evaluasi dan Pelaporan

b, Subbagian Keuangan

c. Bubbagian Umum dan Kepegawalan
3.  Bidang Pengembangan Jaringan Jilan

a. Seksi Perencanaan Teknik

b. Seksi Analisa Data, Dokumen dan Pengembangan Sistern

¢, Seksi Leger Jalan, Pemaniauan dan Evaluasi Teknis
4.  Bidang Jalan

n. Beks Pembangunan dan Preservasi Jalan Wilayah |

b. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Wilayah 1

c. Seksl Pengunwasan dan Evaluas Jalan
5.  Bidang Jembatan

a. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan Wilayah |

b, Seksi Pembangunan dan Preservas: Jembatan Wilayah [

¢. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Jembatan
6.  Bidang Pengendalinn, Pernlatan dan Barang Milik Daernh

n. Seksi Peralatan dan Perbekalan

b, Selsi Penanggulangan Jalan dan Jembatan

¢. Seksi Penatausahaan dan Pengnmanan BMD
7.  Bidang Penataan Ruang

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang

b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalinn Pemanfzatan Ruang

€. Secksi Data dan Informasi
B.  Unit Pelaksana Teknis Dinas
9. Kelompok Jabatan Pungsional
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2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjoan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumaters Selatan
2.2.1. Susunan Kepegawaian
Susunan kepegawaian Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi
Sumatera Selatan dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2.1, Komposisi Pegawai Menurut Pangkat (Golongan /Rusng)

|| Gobongan 1V
T [ Golongan il ] 7 170
1 | Golongan 11 1w | 7 38
4 | Gobongan | .
Jumish B A T ]
Per Desember 2022)

Tabel 2.2. Komposisi Peganwal Menurut Unit Kerjn

Tabel 2.3, Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

| | Esselon 11 ‘

2 | Esselon 111 12 i IS
3| Esselon IV 1 [X] 45

Jumish Keseluruhan ol
(Per Desember 2022)
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Tabel 2.4. Komposisi Pegawai Menurut Tinglaat Pendidikoan

|| Pasca Sajnn (52) 1 ] "
Teknik
Pasca Sarjana (52) Non i 9 %
Tekmik

2 | Sarjana (S1) Teknik a1 19 80
Sarjana (51) Non o
Teknik

3 | Duphoma ([4) Teknik I | 2
Teknik '

1

4| Diploma (D3) Teknik

Diploma (D3} Noa 3 L .
| Teknik | N |
"% | SLTA Teknik T . N
SLTA Non Teknik | » 4 M
& | SLTPSD 2 L] 2
 Jumlah Keseluruhan 18
{Per Dirigmber 2022)

2.2.2. Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi
Sumatern Seclatan sesuai dengan SK  Jalan Kewenangan Provinsi
berdasarkan  Keputusan  Gubermnur  Sumatern  Selatan  Nomor
902/KPTS/DIS FUBMTR /2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang
Penctapan ruas jalan dalem jarngan primer menurut statusnya scbagai
Jalan Provinsi yang merupaksn perubahan dari SK Jalan Nomor
130/KPTS/DIS.PU.BM /2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penetapan
ruas-ruas jalan dalem jaringan primer memurut fungsinya sebagai jalan
kolektor-2. Adapun semula ruas Jalan Provinsi terdiri dari 73 ruas jalan
sepanjang 1,513,653 Km menjadi 92 ruas dengan total Panjang 2,113,747
KEm. Terdapat penambahan jalan sepanjang 600,094 Km.

Aset yang dikelals oleh Dinas PU Bina Margs dan Tata Ruang Provinsi
Sumatera Selaian berupa jaringan Jalan Provinal sepanjang 2.113,747 Km
yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
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Sementara untuk Jembatan Provinsi, data yang digunskan masih
menggunakan SK Jalan Provinsi Nemor 130/KPTS/DIS.PUEM/2016
tangeal 12 Februari 2016 yaitu jembatan sebanyak 502 buah jembatan
dengan panjang 9.044,780 M tersebar diseluruh Kabupaten /Kota di Provins:
Sumatera Selatan. Dengan nincian sebagai berikut :

Tabel 2.5. Panjang Ruas Jalan dan Jembatan Provinsi Sumsel

I |Palembang 72,28 | 20| 262300
2 | Banyuasin 161,70 12| 215,600 |
3 [ Muba 39 85 | 1% S.FE't':I'E:':i"
4 | Ogan Dir 227,60 | 50| 704400 |
5 |OKI 1311 53 29 709, 11::
6 |OEU i 114,19 | 46| lﬂﬂﬂuﬂﬂ
7_|oKuT. . ﬁf%?é'.i_i?i-.} 81 967,250 |
& |OKUS 192,18 66| 1. 185,900 |
§ |M Emim '2'15;"9"1'[ 37| 537850 |
10 | PALT 166,00 28| 383, 1?:::
11 | Lahst 331’} a3 | q.samu
12 | Empat Lawang 153,16 | 69 | 1.154,450 |
13 [ Mura 142,65 | 17| 280,600
14 | Muratara 9356 | 15| 369,200
15 | Lubuldnggau 13,615 | .
16 | Pagaralam 14,10 | - -

Total 113747 | 502 | 9.044,780 |

Sumber - Dings PL Bing Marga dan Motz Ruang Provmst Sumsel (3023

Adapun sehubungan dengan diterbitkannya SK Jalan Kewenangan
Naszional Nomor 1688/ KPTS/M/2022 tangeal 02 Degember 2022 tentang
Penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai Jalan Nasional Guberniur
Sumatera Selatan melalin Dhinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi
Sumatera Selatan mersvisi kembali SK Penetapan ruas jalan Provins
Nomor 902/ KPFTS/DIS PUBMTR/ 2021 tanggal 31 Desember 2021 menjadi
SK Jalan kewenanpan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 nomor
130/ KPTS/DIS.FUBMTR/ 2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan
ruas-ruas jalan dalam janngan primer menuruf statusnya sebaga: jalan
statusaya sebaga jalan provinsi denpan panjang jalan sebesar 1 77927
Km. Penstapan tersebut akan berpengaruh terhadap aset yang dikelola
maupun terhadap kinerja FD vang pada akhirnya mempengaruhi konerja
Provinsi Sumatera Selatan dalam hal infrastruktur.

Bing Marga don Thia Fuong 13
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2.3. Kinerja Pelayanan

Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi SBumatern Selatan
memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada masyarakat yaitu
dengan memberikan pelayanan penyediaan infrastrukiur jalan terutama
kewenangan Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yvang
telah diubah dengan Undang undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja serta Peruturan Pemenniah No, 34 Tahun 2006 tentang Jalan,
peruntukan Jalan dibagi atas Jalan Umum dan Jalan Khusus, Jolan Dmum
adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, sedangkan Jalan
Khusus ndalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha,
perscorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Berdusarkan  statusnya, jalan  umum  dikelompokkan menjadi
beberapa bagan |
1. Jalan Naslonal merupakan jalan Arteri dan jalan Kolektor dalam sistem

jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukots Provinsd, jalan
strategis Nasjonul, serta jalan tol.

2. Jalan Provinsl merupakan jalan Kolektor dalam sistem jaringan jalan
pnmer yang menghubungksn ibukota Provinsi dengan  ibukota
Kabupaten /kota, atau antaribukota Kabupaten /kota, dan jalan strategis
Provinsi.

3. Jalan Kabupaten merupakan jalan Lokal dalam sistem jaringan jalan
Primer yang tidak termasuk dalam Jalan Namional dan Jalan Provinsi,
yang menghubungkan (bukota Kabupaten dengun ibukola Kecamatan,
antaribukota Kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusast kegiatan
lokal, antarpusat kegatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan
jalan  Sekunder dalam wilayah Kabupaten, dan jalan strategis
kabupaten,

4. Jalan Kota merupakan jalan umum dalam aistem jaringan jalan
Sckunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota,
menghubungkan pusat pelaynnan dengan persil, menghubungian
anlarpersil, serta menghubung-kan antar pusal permukiman vang
berada di dalam kota

3, «Jalan Desa merupakan jelan wmum yang menghubungkan kawasan
dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan

_ :
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lokal, antarpusat kegiatsan lokal, serta jalan umum dalam sistem janngan
jalan  Sekunder dalam wnlayah Kabupaten, dan jalan strategs
Kabupaten.
Sekunder vang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota,
menghubungkan pusat pelayanan dengan persil menghubungkan
antarpersil, serta menghubung-kan antar pusat permulkiman yang
berada d: dalam kota.

5. Jalan Desa merupaksn jalan umum yvang menghubungkan kawsasan
dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan

Kinerja pelayvanan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provins:
Sumatera Selatan sesuat dengan SK Jalan kewenangan Provins Sumatera
Gelatan Tahun 2023 nomor 130/KEPTS/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 27
Januar 2023 tentang penetapan ruas-ruas jalan dslam janngan primer
menurut statusaya sebage: jalan statusnya sebagal jalan proving: yang
merupakan perubahan dari SK Jalan Kewenangan Provins: berdasarkan
Keputusan Dubermuir Sumatera Selatan MNomor
902/KFTS/DIS.PUBMTR/ 2021 tanggal 31 Desember 2021. Adapun semula
ruas Jalan Provinsi terdin dar 92 ruas dengan total Pangang 2.113,747
menjadi 88 ruas dengan total Panjang 1.779.27 Km. Samentara dalam hal
penatann ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
mengamanatkan bahwa penyelenggarasn penataan ruang bertujuan untuk
mewujudkan wilavah nasional yvang aman, nyaman, produkti dan
berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional
Indikator kinerja utama sesuai tugas dan fungsi Dinas PU Bina Marga dan
Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dan 3 mdikator antara lain :
a FRasio Kemantapan Jalan
b. Persentase jembatan dengan kondis: baik

¢. Perzentase kesesusian pemanfaatan ruang

Capaian kinerja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera
Selatan tahun 2019-2023 dapat d:ibhat pada tabel 2.7.. sementara uniuk
Anggaran dan realisasi pendanaan pelavanan tahun 2019-2023 dapat dilihat
pada tahel 2 8, antara lain sebagai berilout :

[Dimas P Bina Morgn dan Taia Fuang 1&

Prowinesg Sumoiera Sekclon
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Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
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Tabel 2.

7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Margs dan Tata Ruang
Provinsl Bumaters Selatan
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Rasio Kemantapan Jalan merupakan gambaran kondisi baik den
sedang jalan provinsi dibagi dengan Panjang total jalan provinsi. Rasio
Kemantapan Jalan pada tahun 2021 sebésar 93,94 % dan pada tahun 2022
sebesar sebesar B6,66%. Terdapat penurunan rasio kemantapan jalan dari
whun 2021 ke tmhun 2022, hal ini dikarenakan SK Jalan kewenangan
Provinsi Sumatera Selatan yang semuls sepanjang 1.513,653 Km menjadi
2.113.747 Km. Penambahan Panjang jalan ini berpengaruh terhadup
peaurunan Rasio Kemantapan Jalan. Adapun rasio kemantapan jalan
provinsi tahun 2022 di seluruh Kabupaten/ Kota Provins: Sumatern Selatan
dapat di lihat pada tabel 2.8, sebagai berikut :

Tabel 2.8, Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2022

1
2
5
A |opete | 08600 Ve W = i
5 1o 130,531 9121 e i od D2
& | KU ! 114,190 Fn,7l 1821 15 1,!'?'
LT JONEY | 619601 FNSE) L) AW 3A
5 | OKUD 192,180 | 179,80 742 am| e
9 | Muare Enim 246,910 L8, TE &0l 10:55 BT
1o | PaL 146,000 | 14780 13,50 aso| i
1| Labmt 83,170 Ti18 13,60
14 |Empatlowek | 153.060] 1oesal s 548 520 |
13 | MumA 142 645 Al 08 0,50 80 42,40 |
14 | MURATARA 93,560 30 760 030 | TAD
15 | Lubiingpes 13,619 13,52 .
16 | Pagnrsiam 14,100 870 #T0 b | a0
Tatal 211,747 | L600,01 | ATE|  BAST | 22539
" Kemiblnl Thi12% | I0E% A% IDEE%
Jalam dalem Rondiel Mastap ') SE66% 24N josaw
Keterangisn ©
I sk
B Heilang
RR Rusak Rirgan
R Rusik Berai
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Persentase jembatan dengan kondisi baik merupakan gambaran
jembatan dalam kondisi NK=0 sampal dengan NK=2, yaltu jembatan baru
dan tanpa kerusakan, jembatan dengan kerusakan keeil dan jembatan
dengun kerusakan yang memetlukan penanganan atou pemeliharsan di
wakiuy mendatang. Persentase jembatan dengan kondisi baik jugn
mengalami penurunan dan tahun 2021 sehesar 94 65 % menjadi 83,07 %
pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan anggaran Dinas PU Bina Marga dan
Tata Rumng FProvinsi Sumatera Selatan untuk penanganan jembatan
terbatas, dengan anggaran yang ada tidak dapat mengakomodir kerusakan
pada selurub jembatan di seluruh Kabupaten/Kola Provinsi Sumatera
Sclatan. Nilai persentase jembatan dalam kondisi baik tahun 2022 di
seluruh Kabupaten  Kota Provinm Sumatern Selatan dapat i lihat pada tabel
29, schagai berilout :

Tabel 2.9, Kondist Jembatun Provins Tahun 2022

| | Pulembang | 20 0 0 20 0 o 0
2 | Banyuasin 12 0 0 7 a | 2 o
3 | Muba 19 ] 0 17 2 0 0
4 | Ogan Hir 50 o 0 b 3 1 Lo
5 ok 29 B 0 n 2 | o | o
| & | oxu 46 o ] 20 6 o o
7 lokur | el 0 2 4n 0w | o 1
s | oKus : o 0 o o 5 0 i
9 | M. Enim | = 0 o 1) 1 1 1
10 | PALL 29 o 1 34 3 0 0
10 | Lahat 2 0 0 % 3 0 0
12 | Empai (] [ i} LT 2 o i}
Luwang L
13 | Mura 17 o 15 2 o o
14 | Muraism 15 0 13 p | 0
Total 03| o 4 a3 | | 4 4
% Kondisi - 080 #227|185,34 0797 | 0797
i v ) i




RENCANA STRATEGIS _
Keterangan NK (Milai Kondiad) ;

Jegmb i baru dei leipe Eeruian ke

Kersaloin kecil

| Kerusukan yang messerfukan pemantauan whey pemelibanian divakitu mendatung
Herusibzn yang mererhakan bndakan sscepatnym

i Koodis knts

! Elemneny [ Jombatan tidak berfungsd ligi

A L e —

Dinas PU Bina Margn dan Tata Ruang Provinal Sumateran Selatan
dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana
ternkhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang: Undang
(PFERPPU) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Daerah
Provinsi Sumaters Selatan Nomor 11 Tabun 2016, teluh melaksanakan
keguatan penyelenggaraan penalean ruang meliputi -
|. Perencanann dengan melakukan penyusunan, pembinaan, dan
pelaksanaan dokumen Rencana Tatn Ruang Wilayah Provinsi Sumatera
Selatan,

2. Pemanfaatan rusng dengan melakukan penyusunan program dan
kegintan penataan ruang serta monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

3, Pengendallan pemanfaatan dengan melakukan pengawasan dan
penertiban kegiatan pernanfaatan ruang sertan pelaksanasn kegintan
kesesuaian pemanfaatan ruang.

Dari hasil penilaian implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 - 2036 terhadap realisasi pola ruang
dan strulctur ruang berdasarkan data program sektor dan peta penggrunaan
lahan/ citra satelit maka didapathkan tingkat kesesuaian pemaniaatan ruang
di Provinal Sumatera Selatan pada tahun 2022 sebesar 36%.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Pemeriniah Provina: Sumatera Selatan melalui Dinas PU Bina Marga
dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dituntut dapat memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pengguna jalan, scperti
peninghatan kualitas julan dalam kondisi baik dan sedang yang merapakan
gambaran duri Rasto Kemanispan jalan. Dalam hal penataan ruang,
Peraturan Daerah Provinsi Sumalera Sclatan Nomor 11 Tahun 2016 yvaitu
tentang Rencana Tuta Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2016-2036 merupakan acuan sciktor dalam pembangunan di Provinsi
Sumatera Sclatan. Pemerinitah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas PU

EES el )
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Hina Margs dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan juga dituntut untuk
melakukan layunan, koordinasi dan kerfjasama  dengan  pemerintah
kabupaten/kola dalam penyelengguraan penataan ruang meninghathan
kesadaran  pemangku  kepentingan  terhadap lertib ruang  seris
meningkatkan kesesuaian pemaniaaian ruang dengan rencana tata ruang.
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BAB M
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
Permasalahan adaiah lkesenjangan antara realisas kinerja
pembangunan vang dicapai saat ini dengan tarpet pembangunan (haraparn|
vang telah direncanakan. Permasalahan utama pembanpgunan daerah
Provins: Sumatera Selatan, yakni: “Belum optimalnya pemeratsan
pembangunan maesyarskat Sumatera Selatan” Permasalshan utama
pembangunan Provins: Sumatera Selatan tersebut selanjutnya dijabarkan
ke dalam 5 [lima} pokok parmasaiahan sebagai berikut
1. Bealum optimalnya kemandirian perslconomian dasrah;
2. Belum optimalnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
3. Belum cptimalnva daya sampg sumber daya manusia;
4. Meningkatnya potensi degradasi kualitas lngkungan hidup dan
kebencanaan dasrah;
Belum optimalnyva perwujudan tata kelola pemerintahan vang baik.

i

Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
sebagas unsur Pemerintah Prowins: Sumatera Selatan telah menjalankan
fungsi dan kewenanpgannva dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat di bidang kebinamargann dan penataan ruang Identifikas:
permasalahan di Dinas FU Bina Marga dan Tata Ruang Provins: Sumatera
Selatan, sebapsd benkut :

L. Perlunva peningkatan konsktwitas jalan dalam mendukung aksssibilitas
vang bail
Kemudahan bagi pengpuna jalan unfuk mencapas suatu hujuan lokas:
masih periu ditingkatkan, karena dengan adanyva pembangunan jalan tol
Sumatera, arus lalu ILintas kendaraan semalin meningkat dan
membutuhkan akses jalan baru di daerah untuk memperlancar amus
barang dan jasa.

2. Menurunnya Umur Rencana Jalan
Kualitas lkonstruks: jalan mengalami penurunan umur rencana
disebabkan oleh berbaga: fakior antara lain - faktor cuaca, dimana curah
hujan vang cenderung tingg dan tidak menentu bulannya dalam kurun
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wakitu dua tahun teralchir, belum optimslnya metode penanganan jalan

pada ruas tertentu, dan pemebharaan jalan dan jembatan membutuhkan
pendanasn yang besar cepat dan tepat.
3. Belum optimalnya kapasitas jalan yang ada
Meningkatnya kondist maniap jslan dalam kurun wakiu 2 tahun
terakhir, membuat LHE semakin tinggi. Hal ini membutuhkan
peningkatan kapasitas jalan karena kondisi jalan provins: saat ini rata-
rata memilin lebar jalan 1-5-1 danm 1-6-1. Selam itu, perlu jugs
penanganan bahu jalan untuk kepentingan keselamatan pengpuna jalan.
4. Tingginva frekuensi lalu lintas kendaraan bertonase besar
Dengan menmingkatnya kondisi kemantapan jalan, mengakibatian arus
lalu lintas menjadi lancar dan membuat lalu hntas kendaraan semakin
tinggr. Hal i juga berpengarub terhadap kendaraan-kendaraan besar
bertonase tmngm yang menganglmit hasil-hasil produksi pertanian dan
pertambangan semalin leluasa untuk melalny jalan dasrah Selain itu
juga, dengan adanya jalan tol vang melahu Provins: Sumatera Selatan,
lalu lintas kendaraan besar pun menjadi semakin padat karena semua
alaes jalan semalkin terbuka,

Identifikas: permasalahan penataan ruang, antara lan

1. Terjadinva dinamika perubahan peraturan perundang-undangan
Pﬂﬂ.ﬁtﬂ.ﬂ.ﬂ ﬂ.'I.E.I'.IE

2. Belum optimalnye pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalan
pemaniaatan ruang

3. Meningkatnya tuntutan lkebutuhan ruang dan kesesuaian
pemaniaatan ruang dengan rencana tata ruang

4. Belum optmalnva sinkronisasi indikas: program RTREW ke dalam
dokumen rencana pembangunan dasrah

5. Dengan berubahnya peraturan prrundangan malea Dolcumen Rencana
Tata Ruang Kawasan Strategrs Provins: tidak lagr disusun oleh
Pemenniah Provins dan tdak ditetapkan memjadi Peraturan Daerah
Provinsi.

6. Masih rendahnya kualitas dan minimnya kuantitas aparatur bidang
penataan ruang

7. Pemanfaatan ruang vang tdak sesuai dengan rencana tata ruang

8. Berkurangnya anggaran bidang penataan ruang
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3.2 lsu Strategis

Denpan memperhablean analisa lingkunpgan eksternal dan mternal
1su strategis Dinas FU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera
Selatan yaitu ;

a. Ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan masih relatif
tinggi. Hal ini disebabkan oleh konektivitas yang masih belum baik, hal
ini digebablan karena sarana dan prasarana perhubungan yang masih
rendah. Selain itu, tranportas: darat dan air yang sangat minim dan
frekuensinya vang jarang, sehinppa hubungan antar wilayah relatif belum
memadm. Dampak dan konektiitas antar wilayah yang kurang badk
menyebabkan arus barang dan jasa menjadi tersendat. Alnbatnya tidak
tenadi kepatan vang saling melengkapi antar wilayah.

b. Pembanpunsn mfrastruktur jarinpan jaian vang berkesslamatan
menuntut kehandalan jarmgan jalan Provinst, yaitu menurunya waltu
tempuh hingga 2.5 Km/100 Jam. Janmngan jalan yang handal dapat
terwuyud dengan meningkatkan kondis: jalan mantap, meningkatkan
kapasitas jalan dan melakulkan preservam jalan sesuai standar dan tepat
sasaran.

. Menmingkatnya permintaan perubahan status jalan Kabupaten dengan
terbitnya regulasi baru vaitu memberikan peluang bap: Pemerintah
Pusat/Dasrah dalam mengambil alih penanganan jalan apabida dasrah
tdak mampu melakzanakan kewenangannya

d. Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan penpgendalian
pemanfaatan ruang

e. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Bidangz Penataan Ruang.

{ psmantapan sinkronisasi program-program KRTR dengan dokumen
perencanaan pembangunan baik provins: maupun kabupaten (kota

g. Pemingkatan Pengendahian Pemanfataan Ruang Daerah melahn
Penpaturan, Pembinsan, Pelaksanaan dan Pengawasan (Turbinlakwas)
menuju Tertib Ruang.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan SBasaran Renstra

Penenfuan tujuen dan sagaran pada penyusunan Rencana
Pembangunan Dasrah Provins: Sumatera Selatan tahun 2024-20326
didasarian pada visi misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-
2025, enalizsa sasaran polok dan arah kebgakesn RPJFD tahun keempat
serta tsu strategie vang aktusl Visi pembangunan jangka panjang Provins:
sSumaters Selatan tahun 2005-2025 adalsh -

“SUMATERA SELATAN UNGGUL DAN TERDEFAN TAHAUN 2025".

Dari hasil analisi= visi dan misi RPJPD Provinsl Sumatera Selatan
tahun 2005- 2025, arah kebijakan dan sasaran pokok perniode ke-TV dar
RPJPD Provine: Sumatera Selatan, serta memerhatilkan isu strategs krusial
di Provins: Sumatera Selatan, maka dirumuskan Tujuan Pembangunan
Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Memingkatnya pertumbuhan dan perkembangan elkonomi

2.  Memjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kenuskinan

3. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan
pendidikan dan kesehatan

4. Memngkatnya pelestarian ngkungan dan menurunkan rizdeo

bencana

Peningikatan tata kelola pemerintahan

o

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang

Provinsi Sumatera Selatan mendukung tyjuan Rencana Pembangunan

Dasrah (RPD} Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026, vaitu :
“Meningkataya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi™

Dalam mencapai hujuan tersebut, Sasaran Dinas PU Bina Marga dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Selatan adalah -
Sasaran 1.1. : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Provinsi

Sasaran 1.2, : Terwujudnya Penyelenggaraan penataan ruang yang
baik

Dings PU Bing Mg din Tata Ruang 2E

Prommsr Sumarern Sekrfan




Tujusn/ Bassrea "
034 " 2028 108
L [ IR P . —
Meningkatnyn Prrncnlase 00 i 100 00
akuntabilitas kinerja dan | Pemenuban Leyansn
kvanngan Pemeriatab Kinerja Porangkat
Diocrah (%)
- - - - - e b _I. - |
pelayunan jalan provinal | Rasio kemantapan
jalan (™) B, 00 00 B
Perseniase
jembatan dengan B0, 00 0 82,00
kondisi baik (%)
- Terwujudnya
Fanyelo nggaraun Indeks
penatasn ruang yaog baik | popyelenggaraan 0% ocr O0%
“ Penatann Ruang




RENCANA STRATEGIS

HAE ¥
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Stratem dan arah kebyjakan pembangunan Prowins: Sumatera Selatan
2024-2026 disusun dengan memperhatikan RFD Tahun 2024-2026 Provins:
Sumatera Selatan. Strateg yang dipedomani Dinas FU Bina Marga dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Sslatan untuk mencapai fujuan meningkatnya
pertumbuhan dan perkembangan ekonom:i yaitu :

“Pemerataan Pembangunan di Seluruh Wilayah™
Tujuan pemerataan pembangunan vyeitu untuk mengatasi masalah
kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil.
Pemerataan pembangunan bertujuan agar pembangunan dan peningkatan
skonom: tidak hanya berpusat di kota sedangkan daerah lainnya tertinggal.

Arah kebyjakan merupakan rangkaian prioritAs yang menjadi
pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanasn yang akan dicapai pada
sebush periode. Arah kebyakan yang sudah duyumuskan menjadi sebuah
program dimaksudkan untuk mengarahkan stratepi dan implementas:
pembangunan agar bersnergi dan berkesinambungan dalam mencapai
tarpet tujuan dan sasaran Rencana Pembanpunan Dasrah Provins:
Sumatera Selatan penode 2024 - 2026, Sehingga diharapkan dapat
memberikan hasil pembangunan yang optimal. Dalam pelaksanaannya,
arah leebijakan haris disesuaikan dengan folus atau tema pembangunan
pada setsap tshap vang memyad: acuan dalam penentuan priontas
pembangunan EEPD dalam setisp tahunnva Fokus/Tema pembangunan
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 - 2026 adalah sebagni berikut :
2024 : Perungkatan Reformas: Birokrasi dan Elonomi Kerakyatan
2025 - Penguatan Daya Saimng Daerah menuju Sumaters Selatan vang unggul

dan terdepan
2026: Pemantapan Pemeratann Kesejahternan dan Pembangunan

Berkelanjutan

Begitu pula denpsan stratesi dan arah kebijakan dalam Rencana
Strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provingi Sumatera Selatan

dapat dikhat pada tabel 5.1

[Dimas P Bina Morgn dan Taia Fuang 28
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kinerjs plnyaran Jaban Provinsi o Jdaringan Jalan dan jembetan untuk menunjang aktvites
jilnn prowin - 2 perelonnmian masyar et
Meminghatnys Alsenbiliias 1.1.0.2. Meninglkatlan slosesitulitas Darn
dartrggan JalEn an
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Tersujudnyn Dukungan inframtruliur yang dapai meningkatkan konekiivias
ek Permedrenarn
Pemmbangunan [nfrastralor L1 Mempercepat pembsngunen infrastruicur yang
Jaringan Jalan yang menhubtung mdusin periambangan batubara
Beriueselamainn don L1015 Pengombamngan Sietim Teknologl Barng dalam
Beraclanjuton efeleifitns sistim transporiss batoboars.
. ' ..!nlén_-rw_-._rha i1 peningkaian kineca Pere Hunng
wsdmy 1.1 imis LT B TR
Terwuyj romEs 1 -
epatnan Huang s pergperaialuan 1.1.14 Peningkaian kners Peogendalinn Pemanfatan
wming bl pemanfasian ruang uniuk
LAl Fuang
i,




RENCANA STRATEGIS

BAB V1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Untuk mencapa: tujuan dan sasaran pembangunan uga tahun ke
depan, dirumuskan melalui program, kepiatan, sub kegiatan beserta
indikeator knnerja, pagu mdikatidf, dan target lnnena Peranglat Daerah salama
tiga tahun. Penjabaran program prioritas dijabarkan pada tabel 6.1 benlut
mi
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RANCANGAN FERUBAHAN RENCANA STRATECHS _

HAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSBAN

7.1, Indilmtor Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumaters Selatan

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran
tentang ukuran keberhasilan pencapatan visi dan misi Kepala Daerah dan
wakil Kepala Dacrah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (TKU).
Indikator Kinerjn menjubarksn uraian nngkas dengan  menggunakan
ukurian kualitatil atau kuantitatil yang mengndentifikostkan pencapaian
suatu sasuran atau tujuan yang Lelah discpakati dan ditetapkan. Indikator
Kinerjn schagni dasar penilaian kinerjn, baik dalam tahap perencanaan,
pelaksanaan, maupun setelah pelaksananan, Sebagai petunjuk kemajuan
dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran, indikator kinerja berfungsi
memperjelas tentang suatu kegiatan yang dilaksanakan, menciptaksn
konsensus yang dibangun oleh stakcholders dan membangun dasar
pengukuran, analisis, dan evaluasi Kinerja organisasi, Indikator kinerja
Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Proving Sumatera Selatan dapat dihat
pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026

Kinerja T t Capaian Seti
pada awal Tal
no |ndikator Kinerja periode

Kondisi
Einerfa
pada
Utama RPD akhir
periode
RPD
7l

Tabun | o504 | 2028 2026
{1 [2] 131 4] 5] (6]
" Persentase Pemenuhan
| | Lavanan Kinerja 100% 100% | 100% 100P%
| Pernnglest Duerih (%) o
2  Rasin Kemantapsn 85,66 Y B H% BEY BR%
Jalan (%) | N (—
3  Persentasc Jembatan BlO07% | B80% 81% 82% B82%
. dengan Kondisi Baik (%] | -~
4 | Indeks Penyelenggaraan T0% T5% B0 B0r%
Peoainan Huang
I




HANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

7.2. Indikator Kinerja Kunci Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsl Bumatern Selatan

Indikntor Kinerja Kunei (IKK) adalah indikator kerja yung
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suaty urusan pemerintah.
Indikator kinerja jugs dimaknal sebagni sehagal alat yang digunakan untuk
mengulur pencapalan suaty target, balk dengan menggunakan ukuran
kunhiatd maupun ukuran kuantitnstif Indikstor lonerja Kunei Dinas PU
Bina Marga dan Tain Ruang Provinsi Sumatera Selatan dopat dihai pada

tabe] 7.2,
Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024-2026
m Kondisi
Kinerfa Kondisi
pada awal | TAECt CapMAn Setap i
no | Indikator Kinerja periode pada
Kunci RPD akhir
(Realisasi periode
e [ | T
2022) . i
! @& B R N T - 7
1 | Ramo Kemaniapan B, 66 % b BT REYN, HHY,
Jalan
38
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BAB VIl
PENUTUP

Terwujudnyn Pembangunan yang berkesinambungan tidak terlepas
dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas PU Bina
Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan schagal elemen penunjang
pembangunan. Oleh karena itu dengan adanya penyusunan Rancangnn
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024.2026 ini diharapkan
dapat meningkatknn pembangunan di Provinsl Sumatern Selatan sesual
dengan arah kebijjakan pembangunan. Pencapaian Rencana Pembangunoan
Dacral (RPD) tidak akan tercapal tanpa dukungan selurub aparaturnya.
Keberhasilan dalam pelaksanaan renstra sangnt ditentukan oleh kinera dan
seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing:
masing secara optimal.

Runcangan Perubahan Rencona Strategin Dinas PU Bina Marga dan
Tatn Ruang Provinsi Sumatora Selatan Tahun 2024-2026 inl akan menjadi
pedoman dialam penyusunan Rencana Kenja Dinas PU Bina Marga dan Tats
Ruang Provinsi Sumaters Selatan untuk periode satu tahun dan menjadi
arahan dalam pelaksanaan sesuai tugas, pokok dan fungsi. Selain ity juga
mempertimbangkan asas  kesinambungan dengan program-program
pembangunan yang termuat dalam RPD Provinst Sumatera Selatan Tahun
2024-2026, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewiflayahan
sehagaimana dimuat dalam Rencana Tatn Ruang Wilayah Provinal Sumatera
Selatan,

Rancangan Perubahan Rencana Stralegin Dinas PU Bina Marga dan
Tats Ruang Provinsi Sumalers Belatan Tahun 2024-2026 inl hendaknya
dapat dilaksanakan secarm konsisien, jujur, transparan, profesional,
partisipatil dan penuh tanggung jawab.




PEMERINTAH PROVINS] SUMATERA SELATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM

BINA MARGA DAN TATA RUANG

Jolan Ade brma Nasution No. 10 Tlp. j0711) 313431 FAX (0711) 321053

BINA MARGA DAN TATA RUANG FROVINS] SUMATERA BELATAN

NOMOR : 050/5723/ DIS.PUBMTR/ 2022
TENTANG :

FEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVING] SUMATERA SELATAN

Menpngat

i@, Bahwa scbagni pelaksansan Instruks: Menten Dalam

Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
masa jabatan Kepala Doerah berakhir pada tahun 2023
dan Daerah Otonpm Baru,

. Bahwa  berdasarkan pertimbangan  schagaimana

dimaksud di atas perlu menctapkan Keputusan Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Bmna Margn dan Tata Ruang
Provinsi Sumatern Selatan tentang Pembentukan Tim
Penvusun Rencana Sirategis (Renstra) Dinas Pekerjasn
Umum Bina Marga dan Teta Ruang Provinsi Sumaters
Seistan Tahun 2024 - 2026,

. Undang-Undang Republik Indonesin Nomor 25 Tahun

1959 tentang Pembentukan Daerah Tk | Provinsi
Sumatera Seliinn [Lembaran Negara Rl Mo, 20 Tahun
1959, Tambahan Lembaran Negara RI No. 1814);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 17 tahun

003 tetunyg Keusngan Negars (Lembaran Negam
Republik Indonesin Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286];

. Undang-Undang Repubbk Indonema Nomor 25 tahun

2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan
Nasional (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tohun 2004 tentang



Perimbangan Keuangan antarm Pemeriniah Pusai dan
Pemerintahan Deecrah  [Lemburun  Negam  Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438,

5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tuhun 2005-2025 (Lembarun Negarn Republik
Indonesia Tabun 2007 Nomor 33, tambahan Lembarun
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 4725) scbagaimana telah
beberapa kali diubub, terakhir dengan PERPPU Nomor
4 Tahun 2022 ientang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 244 Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 5587) sebagaimana telah
bebernpa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 lentang Pemerintahan Daecrah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesla Nomor 5657);

8. Undang-undang Republik Indonesin Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atns Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 56 79);

9, Peraturan Pemermtah Nomaor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolsan  Keuangan Dweersh  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10, Peraturnn Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tatn Carn Penyusunan Rencana  Pembangunan

=



kedumn

32 | Anton Satria, SH Anggota | Unsur Bidang
Penistnan
s __ | Ruang
33| Delly Puspita, 5T Anggota | Unwur
- Seloretariat
34 | Sr Eka Susilowat, SE Anggota | Unmur
Selreturiat
35 | Yutipliana, BSE, ST,| Anggota |Unsur
| Ml Sckoretariat
36 | Herleni Pratiwi Anggota | Unsur Bidang
Jalan

Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rencana
Strategis (Renatra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Tain Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 -
2026 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Sumalera
Sclatan;

Braya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan
imi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Tata
Ruang Provinasi Sumatera Selatan;

Keputusan inl mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
apabila odo lkekeliuran akan diperbaiki sebagaimana
mestinyn.

Ditetapkan di  : Palembang
Pada tangzal  : 12 Desember 2022




11.

Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tumbahan Lembaran Negira Republik
Indonesia Nomor 4664];

Peraturan Pemerintahh Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Carm Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daecrah
(Lembiran Negarn Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4817);

12. Peratursn Pemenntah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

13

14,

16.

17.

Rencana Tatu Runng Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonema Tahun 2008 Nomor 48)
schagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang HRencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penatann Ruang (Lembaran Negarn
Republik Indonesin Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggarsan
Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncaia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanoan Tugis dan Wewenang Gubernur schagui
Wakil Pemerintah  Pusat  [Lembaran  Negura  Republik
Indomesia Tabun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembsran
Negara Republik Indonecsia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturin Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Siandar  Pelayanan  Minimal  [Lembaran  Negara
Republik Indonesin Tahun 2018 Nomor 2, Tambaban
Lembaran Negnra Republik Indonestu Nomor 6178,

5 ™



18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuwangan Doaemah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19, Peraturnn Pemenintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Ewalunsi Penyelenggarman Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 6323);

20, Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tehun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penatasan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor 6633);

21, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 lentang
Pelakssnaan Pencapaian Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan [Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2017 Nomor 136);

22, Instruksi Presiden Nomor 9 tshun 2000 lmmtang
Pengarususismaan  Gender dalam  Pembangunsn
Nasional;

23, Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Ewvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Car
Evaluasi Rancangan Peraturan Daemmbh REIPD dan
RPIMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD,
dan RKPD,

24, Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistemn Informasi Pemerintnh Daerah (Berita
Negara Republik Indonesla Tahun 2019 Nomaor 11 14);

25. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tenitang  Klosifikasi, Kodefikasi, dan Nomenlklatur
Perencannan Pembangunan dan Keuangan Daernh
(Beritn Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

26. Peraturan Mentenn Dulam Negenn Nomor 050-3708
Tuhun 2020 Tenlang Hasil Verifikasi dun Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keusngan Decrah;



ar.

28,

al.

3.

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan REPD Tahun 2023
(Berita Negarn Republik Indonesin Tahun 2022 Nomor
S90;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
lentang Perubahan atas Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanisn
pengarusutamaan Gender di Daerah;

. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022

tentang  Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Deerah dengan masa jabatan Kepala
Daerah berakhir pada tabun 2023 dan Daerah Otonom
Baru,

. Pernturnn Daerah Provinsi Sumaters Selatan Nomor 17

Tahun 2007 tenlang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah [RPJPD| Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2005-2025 {Lembaran Dacrah Tahun 2007
Nomaor 17 Seri E;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6
Tahun 2009 fientang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalisn  dan  Evaluasi Pelaksansan  Rencana
Pembangunan Deerah Provinsl Sumatera  Selatan
(Lembaran Dacrah Tahun 2000 Nomor 5 Seri EJ;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatern Selatan Nomaor 9
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013 - 2018;

. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11

Tahun 2016 tentang Rencans Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 - 2038,

. Peraturan Dacrah Provinsl Sumatera Sclatan Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkal Duersh Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sumaters Selatan Tahun
2016 Nomor 14);

. Peraturan Daersh Provinsl Sumatera Selutan Nomor 1

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinm Sumaters Selatan Tahun

20192023  (Lembaran Dacrah  Provinsi Sumatera
Selatiun Tahun 2019 Nomoer 1);

%



36. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungs: Dinas Perkcjaan Umum Bina Marga dan Tata
Ruang Provingi Sumatern Selatan (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 46);

I7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur

Sumatera Selatan.

1 [Ir. M. Affandi, 8T, M 8¢ Pengarah | Mt. Kepala Dinas
2 |ir. H, Novian Aswardani, | Ketua | Sckretans
ST., MM, |PM
3 [Ir. Hendn Wiaym, ST Waldl | Kabid
MM, IPM Ketua | Pengrmbangan
Janngan Jalan
ST., MT.
5 | Ir, Adrifan, ST, MT Arggota | Katnd Jalsn
& | Ir. M. Affandi, ST, M.Sc Anggota | Kabid Jembatan
7 | Riml Hermanwynh, ST.,| Aommwta | Kabid
MT, Pengendalion,
Peralatan dan
o EBMLY
8 | Ardani Saputrn,ST., MM. = Anggota | Kabld Penatman
: Rusng
9 | A Parliansyah, 5T, MM Anggots | Kepala UPTD
Jalan Dan
Jembatan Kab.
Lahat
10 | Indra Asmn Muharam, 5T. | Anggota | Kepals UPTD
Jalan Dan
Jembatan Kab.
OKU




gy —

KO, JABATAN KETERANGAN
Il | Rina Anggraini, ST, MT. | Anggota | Kepala UPTD
Julan Dan
Jembatan Kab.
MILIHA
12 | Ir. lda Pebrinnl, ST, MT Anggota | Kepala UPTD
Jalan Dan
Jembatan Kota
Palem
13 |M. ighal Dewanin, ST,| Anggots | Kepala UPTD
M. Jalan Darn
Jombatan Kah.
14 | Ir. Mujisnto, Msi Anggota | Kepala UPTD
Jalan Dan
Jembatan Kab.
| MURA
15 | Ricky Meiza, 8T, MM . Anggota | Kepala UPTD |
Jalan Dan
Jembatan Kab.
Muara Enum
16 | Ibau Holdun, ST, MM. Anggota | Kepala UPTD
Jalan Dan
Jembatan Kab
OKUT
17 |Ir. Enny Eliwroza, 5T..| Anggota | Kepala UPTD
MT, Laboratoriim
Bahan
18 | Dru Wismawan, SE., MT | Anggota | Unsur Bidang
- _ Jaritgan Jalan
19 | Hj Yossy Manssa, ST.,| Anggots | Unsur Bidang
MT. Pengembangan
Jalan
2 | Dedi Hendra, ST,, MBI Anggota | Unsur Bidung
Pengembwangan
Jaringen Jalan
21 |lIr. Suodirmansyah, ST, | Anggota | Unsur Bidang
MT Jalin
22 |Zwd Bathara Kilandra, | Anggots | Unsur Bidang
23 |Ir. A Abrwham 8. Armo, | Anggota | Unsur Bidang
ST, MT Jalan_
24 |M. Rino Abi Susanto, | Angoia | Unsur Bidang
SE., L L Jembaten
25 | Popo Hartopo, 5T Anggoin | Unsur Bidang
26 | lr. Muhsmmisd Al Anggota | Unsur Bidang
. Jembatan
AT | M, Riky Irfian, 5T, MM Anggota | Unsur Bidang
. PPEMD
28 | Eko Widiyants, S, 8T Anggota | Unsur Bidang
PPEMD
29 | Evl 8ari Yanti, SE Anggoin | Unsur Bidang
= e FraMD |
30 | Ir. Faustine Carmo, | Anggota | Unsur Bidang
HT. M.5 Penuinn
. Buang
a1 | Andn Wahyudi, ST Anggota | Unsur Bidang
Penatsan




